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ABSTRAK

Pembagian harta warisan yang merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an tentang
warisan sampai hari ini masih menimbulkan problematika yang belum terselesaikan,
seperti pembagian harta warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang dianggap
tidak adil. Dalam hal ini terdapat dua ulama yang memiliki perbedaan pendapat.
Menurut Munawir Sjadzali pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan dalam al-
Qur’an bukan tidak adil, akan tetapi ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan
fara’id yang ada dalam al-Qur’an. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili, ia
berpendapat bahwa pembagian harta warisan sudah dijelasakan secara terperinci
dalam al-Qur’an dan bersifat adil. Hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti
lebih lanjut tentang pembagian harta warisan dengan melihat relevansi pada zaman
sekarang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik-komparatif, yaitu menjelaskan
pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang pembagian harta
warisan. Kemudian menggunakan pendekatan sosiologi pemikiran hukum Islam dan
menganalisisnya menggunakan teori keadilan jender Adapun tujuanya adalah untuk
mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh penulis.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: Pertama: Dalam formula
pembagian warisan 2:1 Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhail1 terjadi perbedaan.
Munawir Sjadzali berpendapat bahwa formula pembagian harta warisan 2:1 saat ini
tidak mencerminkan keadilan dan bersifat zanni. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili,
ia berpendapat bahwa formula pembagian warisan 2:1 ini sudah sesuai dan bersifat
gat ‘i. Kedua:Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan dalil dan
argumen pembagian harta warisan, keduanya sama-sama mengunakan al-Qur’an dan
hadis. Tetapi dalam penetapan hukum, keduanya terdapat perbedaan. Munawir dalam
menentukan dalil, ia menggunakan al-Qura’n, hadis, dan konteks keadaan sekarang.
Tetapi dalil yang digunakan kurang kuat, karena menggiyas kan dengan dalil-dalil
perbudakan. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili menggunakan al-Qur’an, hadis dan
juga asbabul nuziil dan wurudnya. Sehingga kekuatan hukum yang diterapkan
Wahbah az-Zuhaili lebih kuat. Ketiga:Kedua ulama tersebut dalam memaknai adil
terdapat perbedaan. Munawir Sjadzali dalam memaknai adil ia berpendapat sama rata
(peran yang dilakukan), sehingga apabila perempuan memiliki peran sama dengan
laki-laki maka ia berhak mendapatkan bagian yang sama. Berbeda dengan Wahbah
az-Zuhaili, ia memaknai adil dengan setara (tanggung jawab). Jadi pembagian harta



warisan diukur dengan tanggung jawab yang dilakukanya, sehingga makna adil disini
tidak harus sama rata.

Kata kunci: harta warisan, berkeadilan jender, Munawir dan Wahbah.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa
lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
[ ba’ B Be
& ta’ T Te
& sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
c ha’ h ha (dengan titik di




bawah)

kha’ Kh ka dan ha

Dal D De

Zal Z ze (dengan titik di atas)
ra’ R Er

Zai z Zet

Sin S Es

Syin Sy es dan ye

es (dengan titik di

Sad $
bawah)
de (dengan titik di
Dad d
bawah)
te (dengan titik di
ta’ t
bawah)
zet (dengan titik
za’ z

dibawah)




i ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& Gain G Ge

o Fa F Ef

it Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

Jd Lam L ‘el

a Mim M ‘em

O Nun N ‘en

3 Waw W W

J ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
s Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Y

53dads Ditulis muta addidah
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S Ditulis “iddah
C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
& Ditulis Hikmah
il Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

RREIFERT

Ditulis

karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbttah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t

atau h.

bl 88

Ditulis

zakatul fitri
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D. Vokal Pendek

S A
Fathah Ditulis
Jad fa’ala
- I
Kasrah Ditulis
Jzd Zukira
C U
Dammah Ditulis
Jad Yazhabu
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
HNE ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
(e ditulis yas'a
kasrah + ya’ mati ditulis 1
a8 ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis a
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o 52

Oagle ditulis furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati ditulis Al
Ay ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
35 ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

R ditulis a'antum
A% Gl ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!, namun
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Xiv



Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

O Al Ditulis al-Qur'an
sl Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

gl Ditulis as-sama

) Ditulis asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

WAl g Ditulis zawi al-Furtd

FERINTY Ditulis ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital
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Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya. Contoh:
Al 4 O @3l (limay SaSyahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran
. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawarisan, Figh Jinayah dan

sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh

dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta warisan merupakan perkara yang penting dalam
masyarakat, dan mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam. Dengan
demikian perlu adanya sistem hukum Islam yang dapat memudahkan masyarakat.
Adanya perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi hukum Islam
mengalami perkembangan yang signifikan, dan juga hukum Islam selalu
mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan kemaslahatan umat tanpa

membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

Sebelum agama Islam datang, status sosial laki-laki dengan perempuan
berbeda. Perempuan pada masa sebelum Islam memiliki status lebih rendah
daripada laki-laki. Selama bertahun-tahun perempuan selalu menempati posisi
paling bawah dibanding dengan laki-laki. Perempuan saat itu dijadikan penyalur
hasrat bagi para raja dan juga pemiliknya, bahkan perempuan bisa
diperjualbelikan. Begitu juga dalam urusan rumah tangga, perempuan memiliki

kedudukan di bawah suaminya dan tidak mendapatkan hak yang semestinya. *

Pada saat agama Islam datang, pembagian harta warisan tidak memandang

jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak dan

' M. Shaikh, Women in Muslim Society, cetakan I. (New Delhi: Kitab Bhavan, 1991), him. 2-3.



kewajiban sebagai ahli waris. Akan tetapi yang ditekankan dalam hukum waris
Islam adalah tentang keadilan yang seimbang, bukan pembagian yang sama rata
antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya prinsip ini, para ulama
memberikan penafsiran adil dalam hukum waris secara berbeda, sehingga makna
adil dalam hukum waris Islam memiliki keragaman. Begitu juga dengan Munawir
Sjadzali, ia ingin memperjuangkan kesetaraan pembagian harta warisan antara
laki-laki dan perempuan. Karena ia melihat dengan perkembangan ini, antara laki-

laki dan perempuan sama-sama menjalankan perekonomian rumah tangganya.

Zaman dahulu tugas perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki saja,
akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman ini sudah mengalami pergeseran
sosial. Bahkan terdapat kasus seorang perempuan menjadi tulung punggung bagi
keluarganya, salah satu faktor inilah yang menjadi pergeseran yang ada di
masyarakat sekarang ini. Dimana pada zama dahulu, perempuan hanya sebagai
pendamping bagi laki-laki saja. Namun sekarang perempuan ingin mensetarakan

hak antara laki-laki dan perempuan.

Begitu juga dengan pembagian harta warisan. Dalam Islam pembagian harta
warisan antara laki-laki dan perempuan memiliki pembagian yang berbeda. Seiring
dengan adanya bias jender, kaum perempuan menginginkan pembagian harta

warisan untuk disamaratakan, karena pada dasarnya hukum Islam tidak membeda-

> Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: PT. Temprint, 1995), 88-90.



bedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dengan banyaknya
tuntutan perempuan ini, membuat perubahan sistem dalam masyarakat. Begitu
juga dengan arti keadilan, pasti akan mengalami pergeseran yang berarti. Dimana
pada zaman dahulu laki-laki betanggung jawab secara penuh dalam permasalahan
rumah tangganya, tetapi dengan perubahan tersebut membuat perubahan sosial

yang sangat berarti.?

Pergesaran peran antara laki-laki dan perempuan tersebut yang menjadikan
isu jender di masyarakat. Perempuan menuntut terhadap hak-haknya sesuai dengan
hak dan peran dalam keluarganya,sehingga pembagian harta warisan Islam harus
bisa mengkomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang memberikan
keadilan terhadap hak-hak dan peranya yang dilakukanya. Dimana dalam hal ini,
pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an memiliki
perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki

mendapatkan dua kali lebih besar daripada perempuan.*

Dalam pembagian harta warisan, para ulama berbeda pendapat dalam
menafsirkan ayat tentang pembagian harta warisan. Sehingga para ulama memiliki
pendapat masing-masing yang didukung dengan dalil-dalil tertentu. Dalam hal ini

terdapat ulama yang mengatakan bahwa hukum warisan itu bersifat qas7 dan

* Fakih Mansur, Analisi Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
him. 50.

4 Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam, him. 88-89.



zanni. Sehingga perdebatan pembagian harta waris Islam sampai dengan saat ini
masih terjadi. Adapun ulama yang mengatakan bahwa hukum warisan ini bersifat
gar’i atau berlaku sampai akhir zaman yaitu: At-Tabari, Al-Baidawi, Ar-Razi,
Wahbah az-Zuhaili dan sebagainya mengatakan bahwa laki-laki mendapatkan
pembagian harta warisan lebih karena laki-laki memiliki kewajiban memberi
nafkah pada istri, memberi mahar kawin, dan menanggung dalam pekerjaan yang
sulit.®> Para ulama yang mengatakan bahwa hukum warisan bersifat zanni (dinamis)
dan menginginkan pembaruan hukum Islam yaitu: Bustomi Muhammad Sa’id,
Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Arkoun, Safi Hasan Abu Talib,
Abdul Wahhab Khallaf, Hazairin dan Munawir Sjadzali, mereka berpendapat
bahwa pembagian harta warisan itu dapat berubah dengan kondisi sosial yang

ada.®

Namun, dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap pendapat Munawir
Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang pembagian harta waris. Munawir
berpendapat bahwa pembagian harta waris bersifat zanni, atau dengan kata lain
pembagian harta warisan tidak selamanya 2:1.” Berbeda dengan Wahbah az-

Zuhaili, ia berpendapat bahwa pembagian harta warisan bersifat qas7 , atau

® Ahmad Zainal Abidin Eko Zulfikar, “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender:” 3
(2019): 135-156.

® Rosidi Jamil, “HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran
Hazairin Dan Munawwir Sjadzali),” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 1 (2017): 99.

7 Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam, him. 93-94.



dengan kata lain pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an

tidak dapat dirubah.?

Berangkat dalam permasalahn dan perbedaan pendapat tersebut, peneliti
akan mencari pemikiran dari kedaua ulama tersebut yang relevan apabila
diterapkan pada zaman sekarang. Sehingga bisa memberikan solusi atau penepatan

hukum yang relevan pada zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang formula

2:1 dalm pembagian harta warisan?

2. Apa dalil dan argumen dari pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-

Zuhaili?

3. Bagaimana relevansi pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili

dalam persepektif kedailan jender?

C. Tujuan Penelitian

® Wahbah Az Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Juz IV. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006),hlm. 608.



Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai
berikut:

1. Untuk menjelaskan perbedaan pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-

Zuhaili tentang pembagian warisan dan alasanya.

2. Untuk mengevaluasi dalil dan argumen pemikiran Munawir Sjadzali dan

Wahbah az-Zuhaili.

3. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah az-

Zuhaili dalam perspektif keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, anatara lain:
1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya terhadap hukum

kewarisan Islam.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan
Islam sebagai acuan dasar dalam kewarisan dimasyarakat, serta dapat dijadikan

referensi bagi akademisi.

E. Telaah Pustaka



Penelitian yang membahas tentang hukum warisan berkeadilan jender bukan
termasuk penelitian baru dalam hukum keluarga Islam. Namun untuk
membedakan dengan peneliti terdahulu, peneliti akan menjelasakn beberapa
penelitian yang memiliki kesamaan tema tentang hukum warisan berkeadilan
jender. Dalam hal ini peneliti membagi empat kategori yaitu: hukum warisan
bersifat dinamis, pembaruan hukum Islam, pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang
warisan dan hukum warisan bersifat final (tidak dapat dirubah).

Pertama penelitian yang mengatakan hukum warisan bersifat dinamis.
Ahmad Ali Murtadlo menulis artikel dengan judul “Keadilan Gender Dalam
Hukum Pembagain Warisan Islam Persepktif The Theory of Limit Muhammad
Syahrur”,” karya ini menempatkan bahwa pembagian harta warisan bersifat
fleksibel, hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11. Ahmad
Ali Murtaddlo mengkaji tema ini menggunakan theory of limit Muhammad
Syahrur. Ayu Faizah, Adib dan Ahmad Fagih Hasyim menulis artikel dengan
judul “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif
Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)”," karya ini menjelaskan
bahwa M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali memiliki pendapat yang sama

terkait pembagian harta warisan, yaitu pembagian harta warisan tidak hanya

*Muhammad Ali Murtadlo, “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam
Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur,” tafagquh 6, no. 3 (2018):hIm. 76-89.

Ahmad Faqih Hasyim Ayu Faizah, Adib, “Konsep Keadilan Ender Dalam Pembagian
Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali),” Diya’ al-Afkar 7,
no. 02 (2019): him. 281-298.



diukur dari banyak hartanya, akan tetapi harta warisan dilihat dari tanggung jawab
dan perang yang dilakukanya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
komparatif untuk menganalisis permasalahn tersebu.. Endang Sriani menulis
artikel dengan judul “Figih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan
Gender”,"* Dalam karya ini pembagian harta warisan Islam Klasik 2:1 bukan
bentuk pembagian harta warisan yang bersifat final, melainkan bisa berubah
menjadi 1:1, 2:1, atau 1:2 mengikuti perkembangan kondisi masyarkat. Hal ini
bisa diketahui dari tujuan syariat Islam itu sendiri. Adapun cara yang harus
dilakukan yaitu dengan membaca teks dalil secara kontekstual agar mendapatkan
hasil berupa hukum yang berkeadilan sesuai dengan tujuan agama Islam. Adapun
pendekatan yang digunakan peneliti adalah sosiologi historis. Endah Amalia Ashif
Az Zafi menulis artikel dengan judul “Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian
Warisan”,** peneliti menemukan bahwa kesetaraan jender terjadi karena terdapat
perkembangan zaman dan sifat. Namun dalam perkembangan ini tetap mengikuti
syariat Islam yang berlaku. Perbedaan pembagian harta warisan bukan dilihat dari
kelamin, akan tetapi perbedaan tersebut dilihat dari tanggung jawab laki-laki
kepada perempuan. Dalam karya ini, peneliti menggunakan metode studi literatur.

Surya Sukti menulis artikel dengan judul “Keadilan Gender: Pendidikan,

“Endang Sriani, “Fiqih Mawarisan Kontemporer: Pembagian Warisan Berkeadilan Gender,”
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (2018): him. 133.

“Endah Aamlia Ashif Az Zafi, “PENYETARAAN GENDER DALAM HAL PEMBAGIAN
WARISAN” 21, no. 1 (2020): 1-9, http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203.



Kepemimpinan”,*® peneliti menemukan bahwa Menurut Hamka Haq dalam al-
Qur’an tidak pernah menyinggung terkait dengan harkat dan martabat laki-laki
lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini menunjukan bahwa hak dan kewajiban
laki-laki dan perempuan dalam kehidupan adalah seimbang tidak ada yang lebih
tinggi dihadapan Allah. Hamka Haq berpendapat bahwa doktrin terkait perbedaan
tersebut dapat dikomprikan karena hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan
dapat diterapkan kebutuhan yang diinginkan sehingga tercapailah magasid
syari‘ah. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sosiologis. Anjar
Kususiyanah menulis artikel dengan judul “Keadilan Gender Dalam Kewarisan
Islam: Kajian Sosiologi Historis”,** peneliti menumakan bahwa ayat waris dalam
Q.S. An-Nisa’ (4): 11-12 ini bukanlah ayat yang bersifat final, namun arti dalam
ayat itu pembagian harta warisan menyesuaikan dengan keadaan sosial
masyarakat. Apabila pembagian harta warisan 2:1 diterpakan pada zaman
sekarang, maka cara itu tidak sesuai dengan keadilan pada zaman sekarang.
Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sosiologis historis. Musda
Asmara, Rahardian Kurniawan dan Linda Agustian menulis artikel dengan judul

“Teory Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevensinya Dengan Keadilan

Surya Sukti et al., “KEADILAN GENDER : PENDIDIKAN , KEPEMIMPINAN” 18, no. 2
(2022): 130-137.

“Anjar Kususiyanah, “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,”
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 9, no. 1 (2021): 63.
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Sosial”,” peneliti mengatakan bahwa teori batas yang ditawrkan Syahrur relevan
dengan keadaan sosial pada zaman sekarang. Seperti contoh, apabila perempuan
menjadi tulung punggung keluarga, maka perempuan tersebut dapat bertambah
haknya dengan catatan tidak melebihi batasan hukum Allah. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan teori batas Muhammad Syahrur.

Kedua adalah tema yang membahas tentang pembaruan hukum Islam yaitu,
Reni Nur Aniroh menulis artikel dengan judul “Mempertegas Ide Kesetaraan
Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Warisan Bilateral Pasca
Hazairin”,'® peneliti menemkan bahwa konsep warisan bilateral ini tidak hanya
terpaku pada makna ayat dan konteks Indonesia, akan tetapi mengikut sertakan
perkembangan dari struktur kekerabatan, keadilan jender, dan keadilan sebagai
tujuan utama dari hukum Islam yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat waris al-
Qur’an. Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Bt Azahari menulis artikel
dengan judul “ Menyoal Rekontruksi Magasid Dalam Pembaharuan Hukum
Kewarisan Islam”,"” peneliti mengatakan bahwa rekontruksi hukum Islam dalam

pembagian harta jika dilihat dari kaca mata magqdasid syari‘ah adalah untuk

BMusda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, “Teori Batas Kewarisan
Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial,” De Jure: Jurnal Hukum dan
Syar’iah 12, no. 1 (2020): 17-34.

Reni Nur Aniroh, “MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM
KEWARISAN BILATERAL : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum
Keluarga Islam 13, no. 2 (2020): 119-138, http://202.0.92.5/syariah/ Ahwal/article/view/2190.

' Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Bt Azahari, “Menyoal Rekontruksi Maqashid
Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisanan Islam,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 18, no. 1 (2019): him.
1.
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memberikan keadilan yang sama rata pada semua oarang. Sementara pemberian
wasiat wajibah bagi ahali warisan non Muslim adalah bertujuan untuk memelihara
keturunan. Padahal yang diharapkan oleh Islam sendiri terkait permasalahan
tersebut adalah keadilan yang imbang dalam memelihara agama. Oleh karena itu,
perlu dilakukan pengkajian ulang terkait rekontruksi hukum Islam agar tidak
melemahkan hukum Islam sendiri, sedangkan teori yang digunakan peneliti adalah
content analisis. Muhammad Noor Aspihan menulis artikel dengan judul
“Pengaruh Gender Dalam Reformasi Keadilan”,"® peneliti menemukan bahwa
fenomena penafsiran jender sering terdapat kontradiksi yaitu antara doktrin agama
dan kehidupan. Adapun cara menggunakan metode usul figh dan hermeneutika
untuk mengetahui lebih dalam tentang nash Tuhan tentang keadilan jender,
sehingga pemahaman terhadap teks dan konteks tentang keadilan jender akan
sinkronisasi dengan hukum dan kehidupan. Adapun metode yang digunakan
peneliti adalah objektif, sedangkan teori yang digunakan adalah hermeneutika.
Ketiga, penelitian dengan tema pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam
warisan, Vyaitu: Ziyad Zubaidi dan Yanis menulis artikel dengan judul
“Implementasi Wasiat Berupa Honorarium Menurut Pandanagn Wahbah az-

Zuhail,” peneliti menemukan bahwa pemberian wasiat secara berangsur-angsur

“®Muhammad Noor Aspihan, “Pengaruh Gender Dalam Reformasi Keadilan,” Mitsagan
Ghalizan 1, no. 1 (2021): him. 72-81.

' Zaiyad Zubaidi and Muhammad Yanis, “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut
Pandangan Wahbah Zuhaili,” Media Syari’ah 20, no. 2 (2020): him. 182.
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ini bertujuan agar pemberianya bermanfaat dan tidak sia-sia dalam waktu yang
lama. Pemberian wasiat ini biasanya diberikan kepada anak yang berusia dibawah
umur, sehingga kemanfaatan tidak dapat dilakukan secara baik. Oleh karena itu,
jalan keluarnya adalah angsuran tersebut digunakan sesuai penerima wasiat,
namun pewasiat tidak boleh menggunakan lebih dari sepertiga harta keseluruhan.
Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-anilis-
komparatif. Yusri, Habib dn Hasbi menulis artikel dengan judul “Sosialisasi
Hukum Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan
Ibon Tamiyah dan Wahbah az-Zuhail1)”,*° peneliti menjelaskan bahwa, Ibn
Tamiyah tidak membolehkan secara mutlak, namun terdapat pengecualian yang
hanya diberikan kepada kafir zinni bukan untuk kafir harbi, karena ‘llat dari waris
tersebut adalah pertolongan. Pengahalang warisan menurut Ibn Tamiyah adalah
permusuhan, kemudian Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa muslim ataupun
non muslim tidak diperbolehkan saling mewarisani secara mutlak, baik dari kafir
zinni ataupun kafir harbi, karena kafir merupakan musuh dari agama Islam.
Apabila dilihat dari konteks Aceh dan Indonesia melalui kondisi dan
perkembangan zaman, pendapat Ibn Tamiyah lebih tepat diterapkannya dengan

menggunakan pendekatan magasid dengan berpegang pada kesejahteraan orang

%D Yusri, M Habib, and M Hasbi, “Sosialisasi Hukum Warisan Beda Agama Dalam Presfektif
Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Taimiyahdan Wahbah Al-Zuhaili),” Jurnal Abdimasa
Pengabdian 1, no. 1 (2018), https://unimuda.e-
journal.id/jurnalabdimasa/article/view/1711%0Ahttps://unimuda.e-
journal.id/jurnalabdimasa/article/download/1711/859.
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muslim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian library researh
dengan pendekatan deskriptif komparatif.

Keempat adalah tema yang mengatakan bahwa hukum warisan bersifat final,
yaitu: Labib Fahmi menulis artikel dengan judul “ Hermeunitika Emilio Betti dan
Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan Surat An-Nisa’ Ayat 11”,*
peneliti menemukan ketika menggunakan Hermeunitika dalam mengakaji surat an-
Nisa’ ayat 11 harus menyesuaikan dengan sebab turunya ayat al-Quran dalam
penyelesaian pembagian warisan tersebut secara komprehensif. Peneliti dalam hal
ini menggunakan teori hermeunitika sebagai pisau analisinya. Dafel Fahyadi
menulis artikel dengan judul “Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik
Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”,** peneliti mengatakan bahwa
pemahaman patriarkisme hukum warisan islam merupakan pandangan yang
bertentangan dengan asas hukum warisan Islam. Oleh karena itu, KHI adalah
sebagai rujukan ataupun penengah dalam melakukan penyelesaian sengketa dalam
hukum warisan Islam di Indonesia. Rahmad Fadillah menulis artikel dengan judul

“Konsep Keadilan Terhadap Hak Kewarisan Wanita Dalam Perspektif Hukum

?! Labib Fahmi, “Hermeneutika Emillio Betti Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Sistem
Kewarisan 2:1 Pada Surat an-Nisa Ayat 11,” Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 2,
no. 1 (2018): 143.

?2 Dafel Fahyadi, “Patriarkisme Hukum Kewarisanan Islam: Kritik Hukum Warisan Islam Dan
Kompilasi Hukum Islam,” Hukum Islam 21, no. February (2021):him. 6.
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Waris Islam”,” peneliti menjelasakan bahwa konsep bagian harta warisan dalam

Islam dibagi menjadi tiga, yaitu: asbabul furudh, ashobah, dzawil arham. Tiga
bagian tersebut sudah ditetapkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12.
Konsep 2:1 tersebut merupakan konsep yang pasti, yaitu dua bagi laki-laki dan
satu bagi perempuan. Pembagian tersebut merupakan keadilan berimbang, karena
laki-laki mendapat bagian lebih besar dibanding perempuan. Sedangkan
perempuan disini mendapatkan hak lebih banyak dari sudut lainya, seperti
pemberian mahar dan nafkah. Sehingga pembagian harta warisan tesebut
merupakan pembagian harta warisan yang relevan untuk saat ini. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan metode library research.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan
bahwa penelitian tentang hukum warisan berkeadilan jender (studi tentang
pendapat Munawir Sjazdali dan Wahbah az-Zuhaili) belum ada yang mengakji
secara komprehensif khususnya dalam pemikran Wahbah az-Zuhaili. Oleh karena
itu peneliti akan mengisi kekosongan dari penelitian di atas sekaligus melengkapi

kajian yang sudah ada.

F. Kerangka Teoritik

#  Rahmat Fadillah, “KONSEP KEADILAN TERHADAPHAK KEWARISANAN
WANITADALAM PERSFEKTIF HUKUM WARISAN ISLAM,” Jantara Hukum Borneo Vol 4 No 2
(2020): him. 59-75.
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Pembagian harta warisan adalah proses yang sangat sensitif dan penting
dalam keluarga yang melibatkan aspek hukum, etika dan juga emosi. Adanya
pembagian harta warisan ini bertujuan untuk mengatur dan mengalokasikan harta
dengan baik, jujur dan adil sesuai ketentuan hukum dan norma-norma yang
berlaku. Sehingga ahli warisan mendapatkan bagian harta warisan yang
semestinya.

Dalam proses pembagian harta warisan, akan ditemui berbagai aspek hukum
seperti hukum adat, hukum agama dan faktor emosional yang perlu diperhatikan
secara seksama. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat
untuk bersikap ternuka, komonikatif dan mampu bekerja sama agar tidak terjadi
kekacauan.

Penting untuk diketahui bahwa pembagian harta warisan ini bukan hanya
kewajiban hukum saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan emosional yang
signifikan. Proses ini dapat mempengaruhi hubungan antara ahli waris dan
membawa dampak bagi keluarga. Oleh karena itu kesadaran, sensitivitas dan
etikan dalam pembagian harta warisan sangatlah penting agar tidak terjadi
dinamika dalam keluarga.

Dalam tesis ini, penulis fokus untuk meneliti pemikiran Munawir Sjadzali
dan Wahbah az-Zuhaili dalam pembagian harta waris berkeadilan jender. Adapun
fokus dalam pembahasan ini adalah melihat argumen, melihat pemikiran, dalil

yang mereka gunakan dan juga relevansinya dalam keadilan jender.
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Kajian ini akan menggunakan pendekatan sejarah sosial pemikiran hukum
Islam, karena pemikiran dari kedua ualama tersebut lahir dari status sosial yang
berpengaruh dalam ketetapan hukum yang mereka tetapkan. Sehingga pendekatan
ini relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Selanjutnya dalam
analisisnya penulis menggunakan teori keadilan jender dalam menjelaskan
permasalahan ini.

Keadilan merupakan asal kata dari “ad/” yang memiliki arti bersikap dan
berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan dalam arti ini meliputi keseimbangan
hak dan kewajiban dan juga keselarasan dengan mahluk. Hakikat dari keadilan
adalah memperlukan orang lain dengan cara sesuai hak dan kewajibanya. Hak
seseorang harus diperlakukan dengan sesuai harkat dan martabat yang telah
diberikan oleh Tuhan.** Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan hak
yang sudah ditetapakan oleh Tuhan YME.

Keadilan dibagi menjadi dua makna, yaitu makna khusus dan makan umum,
antara lain: keadilan dalam bermuamalah, keuangan, dan juga dalam hak-hak
manusia.”® Kata ‘ad/ terdapat beberapa istilah, antara lain al-gis, al-misal (berarti
setara ataupun semisal). Secara istilah, kata adil bermakna meyamakan sesuatu

dengan yang lain baik berupa nilai ataupun berupa ukuran sehingga tidak terdapat

* Afifa Rangkuti “KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” Journal
ISTIGHNA 1, no. 2 (2018): 115-143.

* Muhammad Dhiaduddin Rais, “Teori Politik Islam” (Jakarta: Gema Insani Press, 20006), 249.
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ketimpangan antara satu dengan lainya. Kata adil juga memiliki arti berpihak
terhadapan kebenaran.

Dalam agama Islam berlaku adil diperintankan kepada setiap orang tanpa
melihat agama, suku, dan budayanya. Perkataan adil, harus diucapkan dengan
tegas dan jujur meskipun perkataan itu merugikan kepada kerabat ataupun
saudaranya, dan orang muslim, bahkan dengan orang non muslim perkataan adil
harus tetap diucapkan dengan jujur. Begitu juga dengan sosial, perkataan adil
harus diterapkan tanpa memandang kondisi sosial, seperti miskin, kaya, pejabat,
laki-laki ataupun perenpuan. Mereka semua harus mendapatkan perlakuan dan
kesempatan yang sama.”” Dalam hal ini Sayyid Qutb berpendapat yang sama, yaitu
menegaskan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan terkait pangkat dan
kedudukan.?®

Agama Islam mengajarkan sifat tanggung jawab, jujur, menepati janji
terhadap tugas yang diberikanya. Begitu juga melindungi terhadap yang lemah dan
yang membutuhkanya dan juga memiliki sifat solidaritas yang kuat. Sifat-sifat
tersebut merupakan sifat yang harus dicapai terhadap orang muslimin untuk
menunjukan bahwa akar keadilan orang muslimin sangat kuat. Demikian juga

terhadap sikap wawasan keadilan tidak boleh dibatasi hanya pada lingkup mikro

% Amin Mahir, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Al-Daulah: Jurnal
Hukum dan Perundangan Islam 4, no. 2 (2014): him. 321-343.

7 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM
UNISBA, 1995), 73.

?® Mahir, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.”
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saja, akan tetapi harus sampai pada lingkup makro. Adapun sikap adil tersebut,
bukan hanya diperentukan pada orang muslim saja, namun diperentukan pada
semua agama.

Selanjutnya adalah jender, jender dari segi bahasa memiliki arti sama dengan
seks yaitu jenis kelamin.”® Akan tetapi secara konseptual, kedua kata ini dalam
pandangan feminis memiliki makna yang berbeda. Jenis kelamin adalah sesuatu
yang dibawa sejak lahir, oleh karena itu sifat tersebut adalah kodrati, alami dan
tidak bisa dirubah. Berbeda halnya dengan jender, jender adalah suatu sifat yang
melekat pada kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sebagai kontruksi sosial
dan kultural sepanjang sejarah kehidupan sosial manusia, dengan demikian jender
tidak bersifat kondrati ataupun alami.contoh sifat kodrati bagi perempuan adalah
lemah lembut, cantik, keibuan, sementara laki-laki adalah kuat, gagah perkasa,
jantan dan lain sebagainya.®

Secara umum jender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara
laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budayanya. Sementara itu, seacara
umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan
perempuan dari aspek biologisnya. Kata sex seacara istilah (kamus bahasa

Indonesia bermakan jenis kelamin) lebih banak berkonsentrasi terhadap aspek

?® Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Jamus Inggris -Indonesia, cet. XIX. (Jakarta: Gramaedia
Pustka Utama, 1993), him. 265 dan 517.

*® Mansour Fakih, Menggapai Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), him. 8-9.
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bilogis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh,
anotomi fisik, reproduksi, dan karekteristik biologis lainya. Sementara itu dalam
jender, lebih banyak berkonsentrasi terhadap aspek sosial, budaya, psikologis dan
mencangkup aspek-aspek non biologis lainya.*

Perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui banyak
proses yang sangat panjang. Banyak teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli
tentang awal mula konsep jender dan faktor-faktor yang melestarikan konsep itu
pada masa-masa selanjutnya. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh
Arief Budiman tentang asal mula pembagian kerja secara seksual.

Menurut antropolog Ernestine Friedl, yang mana dikutip oleh Budiman®, di
dalam masyarakat primitif seorang perempuan lebih penting daripada laki-laki.
Pada masyarakat primitif, ketika manusia masih hidup dengan cara mengembara
dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian bahaya yang paling besar adalah
musnahnya kelompok-kelompok tersebut satu persatu. Oleh karena itu, jumlah
kelompok harus diperbesar dengan cara melahirkan bayi-bayi. Tetapi jumlah yang
dilahirkan oleh perempuan sangat terbatas, karena jumalh anak satu dengan yang
lainya minimal berjarak tiga tahun. Dalam hal ini, perempuan dapat melahirkan
anak mulai dari balik sampai berhenti masa haid adalah berjumlah dua belas anak.

Berbeda dengan laki-laki, ia dapat menghamili perempuan dengan cepat. Oleh

* Linda L. Lindsey, Gender Roles: A Sociological Perspective (New Jersey: Partical Hall, 1990), him. 2.

3 Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran
Wanita Di Dalam Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1981).
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karea itu, untuk mempertahankan jumlah penduduknya, laki-laki lebih dapat
dikorbankan daripada perempuan. Maka dari itu, apabila terjadi peperangan
seorang laki-lakilah yang maju dalam peperangan tersebut. Begitu juga dengan
pertanian, pekerjaan ini membahayakan nyawa seseorang. Karena dalam
masyarakat primitif yang bertani, seringkali tanah yang baru dibuka berdekatan
dengan kelompok lain, sehingga sering terjadi cek cok atau saling bunuh antar
kelompok yang berusaha untuk memiliki tanah tersebut. Sebab seperti itulah
bertani merupakan pekerjaaan yang harus dilakukan laki-laki. Dalam keadaan ini,
seorang perempuan dilihat lebih penting daripada laki-laki, karena perempuan bisa
memberikan dampak seperti melahirkan anak. Oleh karena itu perempuan
dilindungi dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Dari pembagian tersebut,
maka lahirlah pembagian kerja berdasarkan seks yang pertama-tama; Seorang
perempuan bekerja di dalam rumah tangga yang serba aman, seorang laki-laki
bekerja di luar rumah.*

Dari uraian teori pembagian kerja secara seksual di atas, masih terdapat
beberapa teori yang menganalisis mengapa terjadi perbedaan jender antara laki-
laki dan perempuan, yaitu teori psikoanalisa, teori fungsionalis struktural, teori
konflik dan teori sosio-biologis. Sebagai perbadingan teori di atas, di bawah ini
akan mendiskripsikan secara ringkas teori-teori tersebut:

1. Teori Psikoanalisa

* Abd. Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara FAkta Dna Realita, Kajian
Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 3-31.
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Perebedaan jender ditentukan oleh faktor psikologis. Perkembangan relasi
jender mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa phallic
stage, ketika seoarang anak menghubungkan identitas bapak dan ibunya dengan
alat kelamin yang dimilikinya. Perasaan rendah sorang anak perempuan muncul
ketika dirinya menemukan sesuatu yang kurang, yang menurut penggagas teori
ini Sigmund Freud (1856-1936) diberikan istilah “kecemburuan alat kelamin”
(penis envy). Menurut teori ini, faktor biologislah yang dominan dalam
menentukan pola prilaku seseorang. Teori ini terlihat terlalu sexist karena

menafikan faktor ekologi dan lingkungan sosial budaya.

. Teori Fungsional Struktural

Keutuhan masyarakat dipengaruhi oleh hubungan fungsional antara laki-
laki dan perempuan. Oleh karena itu, Talcott Parsons seroang yang menggagas
teori ini berpendapat bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak
didasari oleh disrupsi dan kompetisi, akan tetapi lebih kepada melestarikan
harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan sama-

sama menjalankan peranya.

. Teori Konflik
Perbedaan dan ketimpangan jender antara laki-laki dan perempuan tidak
dibedakan dalam hal biologis, akan tetapi bagian dari penindasan dari kelas

yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga.
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Terjadinya subordinasi perempuan akibat pertumbuhan hak milik pribadi. Jadi
menurut teori ini adalah relasi jender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan
budaya.

4. Teori Sosio-Biologis

Gabungan faktor biologis dan juga faktor sosial menyebabkan laki-laki
lebih unggul dibanding dengan perempuan. Fungsi reproduksi perempuan
dianggap sebagai penghambat untuk mengimbangi kekuatan peran laki-laki.**

Perbedaan jender sebenarnya tidak menjadikan permasalahan, sepanjang
tidak melahirkan permasalah ketidakdilan jender. Akan tetapi realitas secara
historis menunjukan bahwa perbedaan jender telah melahirkan berbagai
ketidakadilan jender, terutama bagi perempuan. Ketidakadilan jender tersebut
dapat dilihat dalam kasus di bawah ini:

1. Marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, tempat kerja mapun dalam
bidang masyarakat lainya. Proses marginalisasi ini dapat berakibat terhadap
perekonomian perempuan.

2. Subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu
irasional dan emosional, maka perempuan tidak dapat menjadi pemimpindan
ditempatkan pada posisi yang tidak begitu penting.

3. Stereotype yang merugikan kaum perempuan, misalnya adalah asumsi

perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian terhadap lawan

** Nasaruddin Umar, Argumen Kesataraan Jender, Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina,
1999), 4-7 dan 45-72.
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jenisnya. Maka apabila terdapat kekerasan seksual atau pelecehan seksual,
selalu melabelkan masalah ini.

4. Berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis
karena perempuan dianggap lemah daripada laki-laki, sehingga laki-laki
melakukan leluasa terhadap perempuan.

5. Pembagian kerja secara seksual yang merugikan perempuan, seperti perempuan
hanya cocok dalam hal pekerjaan domestik saja, oleh karena itu perempuan
tidak pantas melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Akibatnya perempuan tidak
bisa leluasa dalam hal pekerjaan.*

Ketidakadilan jender yang sudah dipaparkan di atas, merupakan fenomena
yang menjadi fokus paham bagi kaum feminisme. Oleh karena itu, Kamla Bhasin
dan Nighat Said Khan merupakan seorang feminis dari Asia Selatan
mendifinisikan feminisme sebagi berikut: “Suatu kesadaran akan penindasan dan
pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja ataupun
dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk
mengubah keadaan tersebut”.*

Sekalipun kaum feminis mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya

ketidakadilan jender terhadap perempuan dalam keluarga maupun masyarakat,

** Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Jender Dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), 11-20.

*® Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Menggenai Feminisme Dan
Relevansinya, terjemahan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995), 5.



24

akan tetapi mereka memiliki perbedaan pendapat dalam hal menganalisis sebab-
sebab terjadinya ketidakadilan jender tersebut dan berbeda juga tentang pendapat
dan target atas perjuangan yang akan dicapainya. Perbedaan pendapat tersebut
sejauh ini, melahirkan emapat aliran aliran besar feminisme, yaitu: feminisme
liberal, marxis, radikal, dan sosiolis. Setelah itu terdapat aliran baru, tepatnya pada
tahun 1980-an muncul aliran baru feminisme yang dikenal dengan sebutan
ekofeminisme. Aliran ini berbeda dengan keempat aliran sebelumnya, aliran
ekofeminisme cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan juga
perempuan. Mereka mulai percaya bahwa perbedaan jender tidak semata-mata
disebabkan oleh konstruksi sosial budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh
intrinsik.”’

Penulis dalam hal ini, menggunakan teori John Rawls tentang teori keadilan
sebagai pisau analisis permasalahan ini. Pemikiran John Rawls tentang keadilan
sedikit berbeda dengan pemikiran sebelumnya seperti, John Locke, Jean Jacques
Rousseau, dan juga Immanuel Kant. Menurut kaum utilitarianistik konsep keadilan
merupakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebahagian dan
kebaikan secara sama rata tanpa ada perbedaan. John Rawls berpendapat bahwa
keadilan adalah kebaikan utama dari lahirnya institusi-institusi sosial yang ada
(sosial institusions). Tetapi menurutnya, kebaikan bagi selurun masyarakat tidak

boleh dikesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang

*” Ratna Megawangi, Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini Dan Mendatang Serta
Kaitanya Dengan Pemikiran Keislaman (Yogyakarta: LPP1 UMY, 2000), 229-230.
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memperoleh rasa keadilan, terkhusus bagi masyarakat yang lemah. Oleh karena
itu, terdapat sebagian kalangan berpendapat bahwa pandangan John Rawls sebagai
perspektif “liberal-egaliterian of sosial justice”.*

Secara umum keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu:
keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang
berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kewajaranya.*

1) Keadilan sebagai keseimbangan

Pengertian adil adalah keadaan yang seimbang. Maksudnya adalah
apabila melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki bermacam-
macam bagian yang digunakan untuk tujuan tertentu, maka terdapat
syarat-syarat berupa ukuran yang tepat pada bagian dan pola antar bagian
tersebut. Dengan terkumpulnya semua syarat-syarat, maka himpunan ini
bisa bertahan dan berdampak pada tugas yang telah ditentukanya. Dalam
hal ini, masyarakat yang seimbang membutuhkan berbagai aktivitas,
diantaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum,
kebudayaan dan lain sebagainya. Sehingga semua aktivitas ini harus
diterapkan oleh anggota masyarakat dan juga dimanfatkan secara

proposional agar sistem kesimbangan sosial bisa diterapkan sesuai dengan

kebutuhanya.

%% pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls,” Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009): 135-149.

* Ibid.
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2) Keadilan dalam persamaan

Pengertian keadilan selanjutnya adalah persamaan dan penafian
terhadap diskriminasi berbagai bentuk. Ketika seseorang dikatakan
berbuat adil adalah, seseorang tersebut memandang semua individu
secara sama rata tanpa membeda-bedakan satu dengan lainya. Apabila
dipahami, pengertian keadilan ini sama halnya dengan persamaan. Maka
definisi keadilan ini adalah menuntut penegasan. Maksud pengertian
keadilan ini adalah harapan tidak terjaganya berbagai macam kelayakan
yang berbeda-beda, kemudian melihat semua orang secara sama rata.
Keadilan semacam ini termasuk kezaliman untuk dirinya sendiri. Apabila
suatu tindakan memberi seacara sama rata disebut adil, maka dengan cara
tidak memberi sesuatu secara sama rata akan disebuat adil juga.
Anggapan seseorang secara umum bahwa kezaliman yang dilakukan
dengan cara sama rata kepada semua orang adalah keadilan yang
berdasrkan pola mikirnya. Adapun kesimpulan pengertian keadilan dari
penjabaran di atas adalah terjaganya persamaan pada saat kelayakan yang
sama.

3) Keadilan dalam memberikan hak

Adapaun pengertian keadilan ini adalah perlindungan hak-hak
individu dan juga pemberian hak-hak kepada setiap objek yang wajib
menerimnya. Kezaliman dalam pengertian ini adalah penghapusn dan

pelanggaran terhadap hak-hak terhadap pihak lain. Pengertian dari
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keadilan ini adalah keadilan sosial, dimana keadilan ini harus mendapat
kehormatan dalam hukum manusia dan setiap individu harus benar-benar
berjuang untuk bisa menegakanya. Keadilan dalam hal ini bersandar
dalam dua hal: pertama: hak dan prioritas, maksudnya adalah dengan
adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu apabila dibandingkan
dengan sebagaian hak dan prioritas yang lainya. Contoh, apabila terdapat
seseorang melakukan suatu pekerjaan membutuhkan hasil, maka sebab
timbulnya prioritas dan prefensi itu adalah disebabkan pekerjaan dan
aktivitas sendirinya.

Kedua, karakter khas manusia, yaitu terwujudnya sesuatu yang
dilakukan manusia dengan cara menggunakan sejumlah ide atapun
dengan metode agar dengan cara perantara ide dan metode ini bisa
mencapai tujuanya. Metode ataupun ide-ide tersebut akan membentuk
suatu gagasan yang penentuanya bisa dilakukan dengan cara perantara.
Ringkasanya adalah supaya tiap individu masyarakat dapat memperoleh
kebahagian yang terjaga. Pengertian keadilan semacam ini diakui oleh
semua orang, sedangkan titik yang bersebrangan adalah kezaliman yang
ditolak oleh kesadaran semua orang.

4) Pelimpahan wujud

Pengertian keadilan ini adalah tindakakan pemeliharaan kelayakan

dalam pelimpahan wujud dan tidak mencegah pelimpahan rahmat pada

saat mememungkinkan dan menyempurnakan yang telah tersedia. Sesuatu
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yang maujiid pada tingkatan wujud memiliki keletakan khas terkait
dengan kemampuanya untuk menerima prinsip-prinsip tersebt. Mengingat
bahwa Zat llahi adalah Kesempurnaan Mutlak dan Kebaikan Mutlak
dimana selalu memberikan emanasi, maka Dia akan memberikan
kesempurnaan wujudnya pada setiap maujuiid sesuai dengan apa yang
diterimanya.

John Rawls secara spesifik mengembangkan sebuah gagasan mengenai
prinsip-prinsip keadilannya. Pertama, the greatest equal principle yaitu setap
orang berhak memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang sangat luas,
seluas kebebasan bagi semua orang. Hal ini merupakan yang paling mendasar (hak
asasi) yang wajib dimilki oleh setiap orang. Dengan demikian, hanya dengan
adanya jaminan yang sama bagi semua orang maka prinsip kesamaan (keadilan)
bagi semua orang akan terwujud. Prinsip the greartest equal principle, tidak lain
adalah prinsip kesamaan dari semua hak dan berbeda terbalik dengan beban
kewajiban yan dimiliki oleh setiap orang. Prinsip ini merupakan sebuah nyawa
dari asas kebebasan berkontrak.*

Kedua, ketidaksamaan sosial dan juga ekonomi harus diatur dengan baik dan
juga harus memperhatikan asas dari dua prinsip ini: the different principle dan the
principle of fair equality of opportunity. Dari kedua prinsip tersebut diharapkan

agar memberikan keuntungan besar terhadap orang-orang yang beruntung, serta

12.

“ John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Machassuchet Harvard Univesity Press, 1977),
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memberi penegesan bahwa dengan adanya kesempatan dan kondisi yang sama,
maka semua posisi dan juga jabatan harus terbuka untuk semua orang baik laki-
laki ataupun perempuan (Prinsip Perbedaan Objektif). The different principle dan
the principle of fair equality of opportunity merupakan prinsip perbedaan objektif,
dengan artian bahwa kedua prinsip tersebut menjamin terjadinya proposionalitas
pertukaran antara hak dan kewajiban oleh para pihak. Sehingga secara objektif
dapat diterima terkait adanya perbedaan pertukaran asalkan telah memenuhi syarat
good faith and fairnes. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut tidak dapat
dipisahkan satu dengan lainya. Sehingga apabila kedua asas tersebut diterapkan
secara komprehensip, maka teori keadilan milik John Rawls akan terwujud dengan
baik. Dalam teorinya, Rawls memberikan penekan bahwa begitu pentingnya
memberikan peluang kepada semua pihak, kemudian ia menegaskan bahwa
keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme dalam satu pihak dan juga
sosialisme dipihak yang lain. John Rawls mengatkan bahwa, apabila terdapat
konflik prinsip the greatest equal principle dan the principle of fair egquality of
opportunity. Sementara itu, the principle of (fair) equality of opportuniy harus
lebih didahulukan daripada different principle.”

Dalam hal ini, keadilan harus dipahami sebagai fairnes yaitu mereka tidak
hanya yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak

menikmati berbagai manfaat sosial yang lebih baik, akan tetapi keuntungan

“ Ibid.
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tersebut juga harus memperhatikan bagi mereka yang kurang beruntung dalam
meningkatkan prospek kehidupanya. Dengan demikian, kaitan dari hal tersebut
adalah tentang pertanggung jawaban moralitas kelebihan dari mereka yang kurang
beruntung harus ditempatkan pada suatu kelompok yang kurang mendapatkan
keberuntungan juga. The different principle tidak ada tuntutan harus memiliki
kemanfaatan yang sama ( equal benefits) untuk semua orang, melainkan memiliki
kemanfaatan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits). Seperti contoh,
mereka yang memiliki ketrampilan dalam pekerjaanya lebih dihargai daripada
nereka yang tidak memiliki ketrampilan dalam pekerjaanya. Dari contoh ini,
keadilan fairness sangat menekankan asas resiprositas, namun bukan hanya
sekedar simply reciprocity, distribusi kekayaan ini dilakkan tanpa melihat
perbedaan-perbedaan secara objektif diantara anggota masyarakat. Oleh karena itu,
agar aturan itu berjalan secara objektif, maka kaeadilan yang dapat berupa fairness
adalah pure procedural justice, yang artinya keadilan sebagai fairness harus
melakukan proses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk
memberikan jaminan hasil yang adil juga.*’

Menurut John Rawls, bidang utama prinsip adalah struktur dasar masyarakat
(basic structure of society) yang meliputi antara lain: institusi sosial, politik,

hukum dan ekonomi, karena dari institusi tersebut memiliki pengaruh mendasar

*2 Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” Jurnal Studi Islam
Mukaddimah 19, no. 1 (2013): 41-63, http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik -
Filsafat John Rawls.pdf.
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terhadap prospek kehidupan bagi individu. Oleh karena itu, problem utama
keadilan adalah memberikan rumusan dan alasan terhadap prinsip-prinsip yang
harus dipenuhi oleh struktur-struktur masyarakat yang adil, maksutnya yaitu
bagaimana cara untuk mendistribusikan pendapat yang adil terhadap masyarakat.

John Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan harus berdasar pada asas
hak, bukan melihat dari manfaatnya. Apabila asas manfaat sebagai dasar, maka ia
akan mengabaikan prosedur yang fair. Adapun hal yang dianggap utama menurut
Rawls adalah hasil akhir yang memberikan banyak manfaat terhadap banyak orang
tanpa memperhatikan cara dan juga prosedurnya (the greatest good for the
greatest number). Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan asas hak akan
melahirkan sebuah prosedur yang fair, karena hal ini berdasarkan pada hak-hak
individual yang tidak boleh dilanggar. Hak-hak individu inilah yang diperjuangkan
oleh John Rawls untuk melakukan perlawanan pada kaum ulitarian. Dengan
demikian, apabila menghindari pelanggaran terhadap hak-hak semua orang, maka
akan terwujud sebuah prosedur yang adil (fair) meskipun dengan berbagai macam
kemanfaatan yang dihasilkannya.®

Dalam menciptakan sebuah keadilan, John Rawls menggunakan dua prinsip
utama yang digunakanya, yaitu prinsip kebebasan yang seluas-luasanya, dengan
catatan harus tetap memberikan keuntungan bagi semua pihak dan juga prinsip

ketidaksamaan yang digunakan untuk mereka yang paling lemah. Prinsip terakhir

“ Ibid.



32

ini merupakan prinsip gabungan dari perbedaan dan persamaan yang atas
kesempatan.*

Secara umum, untuk mencari prinsip keadilan terdapat tiga cara, yaitu:
kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas utama, perbedaan, dan juga
persamaan yang adil dalam kesempatan. Prinsip yang pertama itu didasari oleh
kepentingan pribadinya terlebih dahulu kemudia baru kepentingan umumnya.
Hasrat ini adalah untuk mecapai kebahagian yang mana merupakan suatu ukuran
pencapain keadilan. Maka dari itu, harus terdapat kebebasan untuk memenuhi
kepentingan hasratnya. Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukan bahwa
kebebasan sepenuhnya tidak dapat terwujud dengan baik, dikarenakan terdapat
perbedaan kondisi dalam masyarkat. Perbedaan inilah yang menjadikan dasar
untuk memberikan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah terdapat persamaan
derajat, maka semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk
memenuhi kepentinganya. Meskipun akhirnya memunculkan perbedaan, hal ini
bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat

yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

4 Darji Darmadiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 1him. 46.
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Jenis peneletian yang digunakan penyusun dalam menyusun ini adalah
library research, yaitu penelitian sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-
buku, dan karya-karya tulis yang sesuai dengan problem yang diteliti.*> Adapun
objek penelitian ini adalah pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili
tentang pembagian harta warisan formula 2:1 yang akan dianalisis dengan
perspektif keadilan jender.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif analitik komparatif,
yaitu peneliti menjelaskan pemikiran keduanya, menganalisis dasar dan
argumen dari mereka, membandingan pendapat dari kedua ulama tersebut
kemudian menyimpulkanya.*®

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah
sosial pemikiran hukum Islam, karena pemikiran dari kedua ulama tersebut
lahir dari status sosial yang berpengaruh dalam ketetapan hukum yang mereka
tetapkan. Sehingga pendekatan ini relevan dengan permasalahan yang dikaji
oleh penulis.

4. Sumber Data

* P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
him.109.

® Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitati, Kualitatifndan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2009), him. 29.
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Penelitian ini merupakan penelitian library research, maka pengumpulan

datanya dilakukan secara literer, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-

sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari
subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data
secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.”” Adapun
data primer yang digunakan peneliti adalah buku dari kedua tokoh yang
menjadi subjek penelitian, yaitu,Wahbah az-Zuhaili: Tafsir Al-Munir, Figh
al-Islami wa Adilatuhu, dan Munawir Sjadzali: Reaktualisasi Ajaran Islam,

dan Ijtihad Kemanusian.

. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang hubunganya untuk
melengkapi data primer agar memudahkan menganalisis dan memahami data
primer tersebut.*® Adapun sumber data sekunder antara lain  Figh
Perempuan, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an Studi Pemikiran Para
Mufassir, Argumen Kesetaraan Jender Persepektif Al-Qur’an, Antologi

Hukum Islam dan lain sebagainya.

* Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 94.

*® Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, cet. II. (Bandung: Alfabeta, 2014),

him. 67.
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5. Analisis Data
Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan analisa kualitatif
dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan
memahami pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili tentang
pembagian harta warisan, kemudian dianalisis menggunakan teory keadillan

John Rawls dan menyimpulkan hasilnya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan dan pemahaman Tesis, peneliti
meyususun sistematatika pembahasan secara terarah dan sistematis. Maka

penyajian Tesis ini disajikan dalam dalam lima bab pembahasam, sebagi berikut:

Bab I, Pendahuluan yaitu yang menjelaskan arah dan tujuan pembahasan
dalam penulisan Tesis ini. Bab ini akan memuat sebagai berikut, Latar Belakang
masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah Pustaka,
Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan untuk

memberi gambaran bagi pembacaa terkait arah dan tujuan penelitian ini.

Bab |1, peneliti akan menjelasakan terkait sistem kewarisan Islam, yaitu:
formula pemabgian harta warisan, kedudukan perempuan dalam hukum kewarusan
Islam dan pendapat ulama terhadap sistem pembagian harta warisan. Pembahasan
bab ini  bertujuan memberikan landasan normatif dari objek yang dikaji dalam

penelitian.
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Bab 111, peneliti akan menelusuri pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah
az-Zuhaili tentang formula pembagian harta warisan 2:1 meliputi, bigorafi,
pendapatnya dan dalil atau metode yang digunakanya. Pembahasan ini bertujuan
untuk menjelaskan objek penelitian yang akan dibahas dan dianalisis dalam bab

berikutnya.

Bab 1V, peneliti melakukan komaparasi pemikiran Munawir Sjadzali dan
Wahabh Az Zuhaili tentang sistem kewarisan Islam yang meliputi, analisis
terhadap argumen dalil atau metode ijtihadnya dan relevansi pemikiran terhadap
keadilan jemder. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan
masalah dengan cara menghubungkan dari bab-bab sebelumnya, kemudian

dianalisis agar mendapatkan jawaban yang sistematis.

Bab V, yaitu sebagai bab terakhir dalam pembahasan Tesis yang didalamnya
berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan
saran-sarang yang dimana ditunjukan kepada pihak yang bersangkutan untuk

memberikan sumbangan keilmuan baru dalam bidang hukum warisan Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam formula pembagian warisan 2:1 Munawir Sjadzali dan Wahbah az-
Zuhaili memiliki perbedaan. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa formula
pembagian harta warisan 2:1 saat ini tidak mencerminkan keadilan dan bersifat
zanni. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa formula
pembagian warisan 2:1 ini sudah sesuai dan bersifat gay i.

2. Dalam menentukan dalil, Munawir Sjadzali dan Wahbah az-Zuhaili semua
menggunakan al-Qur’an dan hadis, namun dalam penetapan hukumnya terdapat
perbedaan. Munawir Sajadzali dalam penetapan hukum, ia menggunakan al-
Qur’an, hadis dan konteks yang terjadi pada masyarakat sekarang. Namun
dalam pengambilan dalil, ia menggiyas kan dengan dalil-dalil perbudakan.
Sehingga dalam penetapan hukumnya, pendapat yang diterapkan Munawir
Sjadazali memiliki kekuatan yang kurang kuat. Berbeda dengan Wahbah az-
Zuhaili dalam menentukan dalilnya, ia menggunakan al-Qur’an, hadis dan
asbabul nuzil dan warudnya tentang dalil yang membahas hukum warisan.
Sehingga penetapan hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam
menentukan hukum warisan lebih kuat dan jelas.

3. Kedua ulama tersebut dalam memaknai adil memiliki perbedaan yang

mendasar. Munawir dalam memaknai adil adalah sama rata (peran yang

37
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dilakukan), maksudnya adalah apabila perempuan melakukan peran yang sama
dengan laki-laki maka perempuan tersebut berhak mendapatkan bagian harta
warisan yang sama. Berbeda dengan Wahbah, ia memaknai adil setara
(tanggung jawab). Jadi maksud tanggung jawab disini adalah perbuatan yang
dilakukanya mempengaruhi bagian harta warisan dan adil disini bukan berarti

Sama.

B. Saran

1. Apabila ahli warisan ingin merubah pembagian harta warisan tidak sesuai
dengan ketetapan al-Qur’an, maka para ahli warisan melakukan musyawarah
dan bersepakat bahwa hak warisan yang ia dapat diberikan kepada ahli waris
lain yang membutuhkanya. Cara seperti ini dijelasakan dalam surat al-Bagarah
ayat 177.

2. Ulama dan Umara’ seharusnya memberikan sosialisai tentang pembagian harta
warisan kepada masyarakat agar tidak mengalami keselahpahaman, khususnya
dalam masyarakat desa. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat lebih percaya
kepada Ulama untuk pembagian harta warisan.

3. Hukum warisan berkeadilan jender agar dapat diterapkan, apabila hukum yang
memperhatikan hak-hak laki-laki dan perempuan tidak meninggalkan nilai-nilai
keadilan Islam dengan tujuan kebahagian dunia dan akhirat. Karena prinsip

agama Islam adalah rahmatan lil alamin.
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